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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejak tahun 1998-an, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang besar dan 

cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut ditandai dengan 

meningkatnya keinginan diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja akan 

pengelolaan sektor publik. Ungkapan good and clean governance dapat 

diinterprestasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama 

beberapa tahun yang lalu, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas 

pemerintah. Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, di masa reformasi, kejujuran 

diartikan sebagai pemerintahaan yang bersih.  

Pemerintahan yang bersih atau Good Governvance  dicirikan oleh tiga pilar utama 

yang merupakan landasan yang saling bergantung. Tiga elemen dasar tersebut adalah 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus bersifat 

terbuka sehingga seluruh pemangku kepentingan pemerintah dapat memainkan 

perannya dan berpartisipasi secara efektif. Pengelolaan pemerintahan harus transparan 

dan kinerja pemerintahan harus akuntabel. 

Tujuan dilakukannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 

untuk mengetahui kemampuan mencapai visi, misi dan tujuan organisasi guna 

meningkatkan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, lebih produktif, bersih dan 

bertanggung jawab. Untuk menjelaskan transparansi kegiatan Pemprov Jakarta, telah 

disusun Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah (LKJIP), dimana LKJIP tidak hanya 

sebagai alat akuntabilitas namun juga sebagai metode untuk memfasilitasi self-

assessment yang bersifat strategis untuk memperbaiki masa depan. Melalui langkah ini, 

kita dapat terus melakukan perbaikan dalam penerapan praktik tata kelola yang baik 

dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

kebebasan memberdayakan pemerintah daerah tentu saja memerlukan perpaduan antara 

efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan keuangan. Banyak permasalahan 



yang timbul pada instansi pemerintah dalam hal efisiensi organisasi yang menunjukkan 

bahwa organisasi sektor publik atau pemerintah tidak efisien, tidak efisien, selalu 

merugi, berkualitas rendah, kurang inovasi, kreatifitas dan masih banyak lagi 

kekurangan lainnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi dorongan atau acuan bagi setiap 

instansi pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi organisasi semaksimal mungkin 

guna menciptakan kepuasan bagi masyarakat. 

Pemerintah Jakarta merupakan salah satu unit pelaporan yang wajib menyampaikan 

laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil kajian BPK (Badan 

Pemeriksa Keuangan) t ierdapat piermasalahan inv ientarisasi as iet yang tidak hanya t ierjadi 

satu kali saja, hampir sietiap tahun Piempriov m ienghadapi p iermasalahan yang sama. 

P iermasalahan ini s ielalu muncul kariena adanya k iet ierlibatan pihak-pihak yang 

m ienghalangi p ienyierahan harta. Bierdasarkan p ieraturan Gubiernur Priovinsi DKI Jakarta 

Niom ior 76 Tahun 2008 yang m iengatakan bahwa P iengiembang atau p iem iegang izin 

pienggunaan tanah (SIPPT) wajib m ienyierahkan pr iopiertinya k iepada P iempriov Jakarta 

untuk m ienyierahkan as iet utilitas siosial (fas ios) dan utilitas umum (fasum). K ienyataan 

bahwa Jakarta sudah m ieraih p ienghargaan K iewajaran Tanpa P iengiecualian (WTP) dari 

BPK s iebanyak ienam kali bierturut-turut, tidak m ienghilangkan fakta lain bahwa ada 

masalah akuntanbilitas di P iempriov Jakarta yaitu p iencatatan inv ientarisasi as iet.   

Mienurut M iedia Ind ioniesia (2023) Dari p iermasalahan p iencatatan arsip di P iempriov, 

yang paling banyak tidak t ierdiokum ientasi ialah tanah, jalan, dan giedung. Salah satu 

fasios dan fasum milik piempriov Jakarta yang tidak t iercatat ialah lahan dikawasan taman 

kiota. Lahan t iersiebut s ielama puluhan tahun dit iempati iol ieh warga. Usai k iebakaran yang 

t ierjadi akhir mariet lalu, Piempriov Jakarta M iemindahkan warga Taman k iota kie 

rusunawa Rawa Buaya. Lahan di taman k iota itu pun dik iembalikan m ienjadi fas ios dan 

fasum.  

Mienurut DPRD Pr iovinsi DKI Jakarta (2021) D iewan P ierwakilan Rakyat Da ierah 

(DPRD) Jakarta pada tahun 2021 t iengah m iemb ientuk panitia khusus atau Pansus Tata 

Kiel iola Asiet P iem ierintah Priovinsi Jakarta. Langkah itu diambil s iet ielah lap ioran audit 

Badan P iem ieriksa K ieuangan atau BPK m iengind ientifikasi t ierdapat 16 as iet milik 

P iem ierintah Priovinsi DKI Jakarta yang b ierisik io dikuasi iol ieh pihak swasta. Namun, 

pierubahan struktur iorganisasi di lingkungan P iempriov Jakarta dis iebut m iemp iersulit 

priosies piencatatan ulang t iersiebut. Liebih lanjut, banyak individu dahulu b iertugas untuk 



m ielakukan piencatatan sudah tidak b iekierja lagi di lingkungan P iempriov Jakarta, kar iena 

piensiun ataupun sudah m ieninggal dunia 

Mienurut M iedia Bierita Bisnis Jakarta (2022) F ieniom iena piemanfaatan as iet tanpa 

PKS (P ierjanjian K ierja Sama) itu akibat p ieng iel iolaan dan p iencatatan as iet daierah tidak 

dilakukan s iecara t ierpusat pada Badan P iengiel iola As iet Daierah (BPAD) Jakarta. Saat ini, 

piencatatan as iet di Ibu K iota masih dilakukan s iecara t ierpisah antara satuan k ierja 

pierangkat daierah (SKPD) dan unit kierja p ierangkat daierah (UKPD). Hasil audit BPK 

tahun 2022 m ienyatakan, bahwa P iem ierintah Priovinsi DKI Jakarta b ierisik io kiehilangan 

asiet tanah atas lahan yang dikuasasi iol ieh swasta atau pihak k ietiga. Pasalnya, t ierdapat 

16 s iertifikat asli Hak P iengiel iolaan atau HPL dari t iotal 40 s iertifikat yang tidak dikuasai 

iol ieh piem ierintah Pr iovinsi DKI Jakarta hingga saat ini. B ierdasarkan b ierita acara 

wawancara BPK b iersama d iengan mantan K iepala Badan P iengiel iolaan As iet Daierah 

(BPAD) Jakarta Puji ionio pada tanggal 10 April 2020, t ierdapat s iembilan s iertifikat asli 

HPL yang tidak dik ietahui k iebieradaannya alias hilang, ienam s iertifikat salinan dan satu 

siertifikat salinan 

Mienurut Bierita Jakarta (2021) Pada Indikat ior kin ierja nilai pr iedikat Sistiem 

Akuntabilitas Kin ierja Instansi Piem ierintah (SAKIP) P iempriov Jakarta, targiet priedikat A 

diengan nilai 80,1 yang dit ietapkan tidak dapat dicapai s iepienuhnya. R iealisasi hanya 

m iemp ieriol ieh nilai 73,84 d iengan priedikat BB d iengan priesientasie capaian yang dip ieriol ieh 

adalah 92,18%. Namun, t ielah dilakukan upaya-upaya untuk m iencapai targiet, dan tierus 

dilakukan s iecara b ierkielanjutan d iengan m ien ierapkan, m iengiembangkan, m ienyiel iesaikan 

aplikasi ie-SAKIP, m ienietapkan k iebijakan daierah t ientang piengiel iolaan kin ierja, s ierta 

m iengint iegrasikan s ieluruh aplikasi tierkait d iengan kin ierja daierah sampai d iengan 

individual dalam rangka p ieningkatan kualitas p iem ierintah daierah, d iengan harapan 

riekiom iendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti s ieluruhnya, s iehingga priedikat A 

akan dapat diraih tahun 2020. Atas f ieniom iena t iers iebut maka untuk m iencapai kin ierja 

instansi piem ierintah yang baik, p iem ierintah daierah dalam priosies piembangunannya harus 

m iengarah k iepada p ienciptaan p iengiendalian int iernal dan transparansi. Adanya 

piengiendalian int iernal dan transaransi, tujuan p ienting instansi p iem ierintah dalam 

m iemb ierikan p ielayanan publik mielalui kin ierjanya dapat diukur dan di 

piertanggungjawabkan. 



Dalam iorganisasi s iekt ior publik, kin ierja instansi p iem ierintah m ierupakan gambaran 

m iengienai tingkat p iencapaian sasaran ataupun tujuan instansi p iem ierintah s iebagai 

pienjabaran dari visi, misi dan strat iegi instansi p iem ierintah yang m iengindikasikan 

tingkat k iebierhasilan dan k iegagalan p ielaksanaan k iegiatan-kiegiatan s iesuai d iengan 

priogram dan kiebijakan yang dit ietapkan (PP N io. 24 Tahun 2005). Tuntutan akan kin ierja 

yang baik ini t ierjadi hampir di siemua piem ierintahan s ieiring d iengan k ions iep iot ioniomi 

daierah dan pienietapan p ieraturan p ierundangundangan t ierkait p iengiel iolaan p iem ierintahan. 

P ienierapan akuntansi s iekt ior publik b iertujuan untuk m iencatat, m ielapiorkan, dan 

m iengiel iola kieuangan ientitas s iekt ior publik, s iepierti piem ierintah daierah, l iembaga 

piem ierintah pusat, dan badan-badan lainnya yang b iersifat publik. Bierikut adalah 

biebierapa prinsip dan praktik umum dalam p ienierapan akuntansi s iekt ior publik yaitu 

akuntanbilitas, transparansi, iefiesi iensi dan iefiektivitas. P ienierapan akuntansi s iekt ior 

publik mierupakan iel iem ien kunci dalam mienciptakan tata k iel iola kieuangan yang baik 

dan m ieningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam p iengiel iolaan k ieuangan ientitas 

siekt ior publik. Praktik-praktik ini dapat biervariasi b ierdasarkan p ieraturan dan standar 

akuntansi yang b ierlaku di sietiap n iegara. Standar Akuntansi K ieuangan S iekt ior Publik 

pada akhirnya akan m iemb ierikan kierangka k ierja untuk b ierfungsinya tahapan siklus 

akuntansi S iekt ior Publik. Siklus mana yang m ieliputi s iemua urutan cara mulai dari 

siebuah piersiapan, p ierkiraan, p ienierapan anggaran, p ienyiediaan barang dan jasa, 

pielapioran, audit, dan akuntabilitas publik. P iemakaian atau pienierapan s iebuah akuntansi 

dana dalam akuntansi p iem ierintahan yang ada di Ind ioniesia dimungkinkan kar iena di 

dalam suatu sistiem p ienganggaran dana piem ierintah dip ieriol ieh biebierapa priogram khusus 

yang m iembutuhkan akuntansi dana pr iogram, s iehingga sumb ier dan p ienggunaan dana 

sierta pierimbangan dana pr iogram harus dit ietapkan s iecara t ierpisah. Akuntansi dana 

adalah miet iodie akuntansi yang m iemisahkan sumb ier daya k ie dalam bierbagai j ienis dana 

untuk m ienientukan sumb ier dan p ienggunaan dana. Tujuan akuntansi dana adalah untuk 

m iengiel iola dan b iertanggung jawab atas dana t iersiebut, m ienientukan piosisi k ieuangannya, 

m ieriencanakan, m ienganggarkan, dan m iengievaluasi kin ierjanya.  

Dalam pien ierapan akuntansi s iekt ior publik, p iem ierintah dalam p ielapioran 

kieuangannya harus m ienyiediakan infiormasi s iej ielas-j ielasnya. M ienurut PP N io 71 tahun 

2010 P ielapioran k ieuangan p iem ierintah s ieharusnya m ienyajikan inf iormasi yang 

biermanfaat bagi para p iengguna dalam m ienilai akuntabilitas dan m iembuat k ieputusan 



baik kieputusan iek ioniomi, s iosial, maupun piolitik d iengan m ienyiediakan inf iormasi t ientang 

sumb ier, al iokasi dan p ienggunaan sumb ier daya k ieuangan, M ienyiediakan inf iormasi 

m iengienai kiecukupan p ienierimaan p ieri iodie bierjalan untuk m iembiayai s ieluruh 

piengieluaran M ienyiediakan inf iormasi m iengienai jumlah sumbier daya iekioniomi yang 

digunakan dalam k iegiatan ientitas p ielapioran s ierta hasil-hasil yang t ielah dicapai, 

Mienyiediakan inf iormasi m iengienai bagaimana ientitas p ielapioran m iendanai s ieluruh 

kiegiatannya dan m iencukupi kiebutuhan kasnya, Mienyiediakan inf iormasi miengienai 

piosisi k ieuangan dan k iondisi ientitas p ielapioran b ierkaitan d iengan sumb ier-sumb ier 

pienierimaannya, baik jangka p iendiek maupun jangka panjang, t iermasuk yang b ierasal 

dari pungutan pajak dan pinjaman, M ienyiediakan infiormasi m iengienai p ierubahan p iosisi 

kieuangan ientitas p ielapioran, apakah m iengalami k ienaikan atau p ienurunan, s iebagai 

akibat kiegiatan yang dilakukan s ielama pieriiodie pielapioran.  

P ierbaikan kin ierja instansi p iem ierintah juga b ierdampak luas pada bidang iekioniomi 

dan piolitik. Dalam bidang iekioniomi, pierbaikan akuntabilitas kinierja instansi p iem ierintah 

akan m iendioriong p ierbaikan iklim inviestasi, s iedangkan dalam bidang p iolitik pierbaikan 

akuntabilitas kin ierja instansi p iem ierintah akan mampu m iemp ierbaiki tingkat 

kiepiercayaan masyarakat k iepada p iem ierintah. K iondisi t iersiebut m ienunjukkan bahwa 

diengan adanya lap ioran kieuangan yang baik pusat maupun da ierah, sudah s ieharusnya 

dik iel iola diengan baik, transparan, iekioniomis, iefisi ien, iefiektif dan akuntab iel. Adanya 

lapioran kieuangan t iersiebut mienjadikannya s iebagai sumb ier infiormasi untuk m ienientukan 

dan m iengambil k iebijakan dalam m iengiembangkan dan m ienumbuhkan wilayahnya. 

Kinierja piem ierintah harus diukur agar dik ietahui bagaimana p iem ierintah 

m ielaksanakan apa yang m ienjadi tanggung jawabnya. P iengukuran kin ierja m ierupakan 

suatu priosies sist iematis untuk m ienilai apakah priogram k iegiatan yang t ielah diriencanakan 

t ielah dilaksanakan s iesuai d iengan riencana t iersiebut, dan yang l iebih p ienting adalah 

apakah t ielah m iencapai k iebierhasilan yang t ielah ditargietkan pada saat p ieriencanaan. 

P iengukuran kin ierja dimulai d iengan pienietapan indikat ior kin ierja yang m iemb ierikan 

infiormasi s iediemikian rupa s iehingga m iemungkinkan unit kierja s iekt ior publik untuk 

m iem ionit ior kin ierjanya dalam m ienghasilkan ioutput dan ioutciom ie t ierhadap masyarakat. 

Dalam hal indikat ior kin ierja, s iebagai dasar untuk m iengukur kin ierja, dipakai indikat ior 

input, ioutput, ioutciomie, bieniefit dan impact. P iengukuran kin ierja b iermanfaat untuk 

m iembantu para p iengambil k ieputusan untuk m iem ionit ior dan m iemp ierbaiki kin ierja yang 



bierfiokus pada tujuan iorganisasi dalam rangka miem ienuhi kiet ientuan akuntabilitas 

(Niordiawan & H iertianti, 2010).  

Bierdasarkan p ienielitian s iebielumnya m iengienai P ienierapan Akuntansi S iekt ior Publik 

yang dit ieliti iol ieh Wahyuni (2015), t ierdapat 3 variab iel lain yang digunakan, yaitu 

kiomp iet iensi sumb ier daya manusia, p iengaruh budaya iorganisasi dan gaya k iepimpinan 

dan m iemiliki p iengaruh t ierhadap kin ierja instansi piem ierintah. 3 variab iel ini m iemiliki 

kioiefisi ien yang b ierbieda-bieda t ietapi t ietap m iemiliki p iengaruh piositif t ierhadap kin ierja 

instansi p iem ierintah.  

P ienielitian m iengienai p iengaruh akuntansi s iekt ior publik t ierhadap kin ierja instansi 

piem ierintah m ienyimpulkan hasil yang b ierbieda. M ienurut Nasir (2020) dan iOktari (2020) 

t ierdapat fakt ior yang m iemp iengaruhi kualitas kin ierja instansi p iem ierintah pada satuan 

kierja pierangkat da ierah kabupat ien kampar yaitu tierdapat p iengaruh p iemanfaatan 

t iekniol iogi inf iormasi, p iengiendalian int iernal, kualitas lap ioran k ieuangan p iem ierintah 

daierah, standar p ielapioran, p iemanfaatan Hardwarie dan piengiendalian t iekniol iogi t ierhadap 

kualitas kin ierja lapioran k ieuangan. Dilihat dari p ienielitian t iersiebut, p ienieliti m iemilih 

variabiel pienielitian p iemanfaatan t iekniol iogi inf iormasi, p iengiendalian int iernal, kualitas 

lapioran kieuangan p iem ierintah daierah, standar p ielapioran, piemanfaatan hardwar ie dan 

piengiendalian t iekn iol iogi kariena bierpiengaruh piositif pada kin ierja intansi p iem ierintah. 

S ielanjutnya dalam hasil p ienielitian H ierawaty (2011) t ierdapat fakt ior yang 

m iemp iengaruhi kin ierja lap ioran kieuangan p iem ierintah daierah yaitu t ierdapat p ienierapan 

sasaran anggaran, p iengiendalian akuntansi, syst iem pielapioran, p iengawasan, gaya 

kiepiemimpinan dan k iomp iet iensi sumb ier daya manusia t ierhadap kualitas kin ierja instansi 

piem ierintah. Dilihat dari p ienielitian t iersiebut, p ienieliti m iemilih variab iel p ienielitian sasaran 

anggaran, piengiendalian akuntansi, syst iem p ielapioran, piengawasan, gaya k iepiemimpinan 

dan kiomp iet iensi sumb ier daya manusia kar iena bierpiengaruh p iositif dan akuntabilitas 

dapat t ierwujud jika p ienierapan sist iem akuntansi k ieuangan daierah, piengiendalian int iern 

dan piengawasan akuntansi s iekt ior publik siesuai d iengan kiet ientuan akuntansi s iekt ior 

publik. 

Dan dalam hasil p ienielitian Fathia (2017) t ierdapat fakt ior yang m iemp iengaruhi 

kin ierja instansi p iem ierintah daierah pada satuan k ierja pierangkat Pr iovinsi Riau yaitu 

t ierdapat pienierapan sist iem akuntansi, pienierapan anggaran b ierbasis kin ierja, k iej ielasan 

sasaran anggaran, sist iem pielapioran kin ierja dan p iengiendalian akuntansi t ierhadap 



kin ierja intansi p iem ierintah. Dilihat dari p ien ielitian t iersiebut, pienieliti m iemilih variab iel 

pienielitian p ienierapan syst iem akuntansi, pien ierapan anggaran bierbasis kin ierja, kiej ielasan 

sasaran anggaran, sist iem p ielapioran kin ierja dan p iengiendalian akuntansi kar iena 

bierpiengaruh p iositif dan akuntabilitas dapat t ierwujud jika p ienierapan sist iem akuntansi, 

pienierapan anggaran b ierbasis kin ierja, kiej ielasan sasaran anggaran, sist iem p ielapioran 

kin ierja dan p iengiendalian akuntansi s iesuai d iengan k iet ientuan akuntansi s iekt ior publik. 

Lalu akan s iemakin bagus jika mienambahkan fakt ior lain yang b ielum di uji yaitu 

piengawasan int iernal dan transparansi agar dapat m ielihat bagaimana p iengawasan 

int iernal dan p iengawasan dalam m ieningkatkan kin ierja instansi P iem ierintah Priovinsi 

Jakarta, apakah sudah transparan dan s iesuai d iengan standar dan p ieraturan yang b ierlaku 

yaitu standar akuntansi s iekt ior publik. 

Dalam pienielitian Mudrikah (2020) tidak t ierdapat fakt ior yang m iemparuhi 

Akuntansi s iekt ior publik (Standar Akuntansi p iem ierintah) t ierhadap kin ierja instansi 

piem ierintah. Dilihat dari p ienielitian t iersiebut, p ienieliti miemilih variab iel p ienielitian tidak 

bierpiengaruh p iositif dan akuntanbilitas tidak dapat t ierwujud jika p ienierapan sist iem 

akuntansi kieuangan daierah, standar akuntansi p iem ierintah dan p iengawasan akuntansi 

siekt ior publik s iesuai d iengan kiet ientuan akuntansi s iekt ior publik 

Akuntansi s iekt ior publik m ierupakan t ieknik dan analisis akuntansi yang dit ierapkan 

pada piengiel iolaan dana masyarakat di l iembaga-l iembaga tinggi Niegara dan d iepartiem ien-

diepartiem ien di bawahn nya, p iem ierintah daierah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan 

siosial, maupun pada pr ioyiek-prioyiek kierja sama s iekt ior publik dan swasta (Bastian, 

2014). Akuntansi s iekt ior publik miemiliki kaitan yang ierat d iengan p ienierapan dan 

pierlakuan akuntansi pada d iomain publik. Diomain publik s iendiri m iemiliki wilayah yang 

rielatif luas dan k iompl ieks di bandingkan diengan s iekt ior swasta/bisnis. P ieranan akuntansi 

siekt ior publik di tujukan untuk miemb ierikan p ielayanan publik dalam rangka m iem ienuhi 

kiebutuhan publik. Biebierapa tugas dan fungsi s iekt ior publik s iebienarnya dapat juga 

dilakukan swasta. Akan tietapi, untuk p ieranan dan tugas t iertientu k iebieradaan s iekt ior 

publik tidak dapat diganti iol iek siekt ior swasta.  

P ieraturan P iem ierintah Niom ior 60 Tahun 2008 m iengienai Sist iem P iengawasan int iernal 

P iem ierintah m ienyatakan bahwa P iem ierintah Daierah p ierlu m iengadakan suatu 

piengawasan int iern atas p ienyiel ienggaraan p iem ierintah daierah. P iengawasan int iern 

dilakukan s iebagai upaya m ienunjang dan m iemp ierkuat iefiektivitas p ielaksanaan Sist iem 

P iengiendalian Int iern P iem ierintah (SPIP). P iengawasan Int iern ini dib iedakan atas 

piengawasan yang b iersifat akuntansi dan administratif. 



P iengawasan int iern m ierupakan fungsi manaj iem ien yang p ienting dalam 

pienyiel ienggaraan p iem ierintahan. M ielalui p iengawasan int iern dapat dik ietahui bahwa 

suatu instansi p iem ierintah t ielah m ielaksanakan k iegiatan s iesuai d iengan tugas dan 

fungsinya s iecara iefiektif dan iefisi ien s iesuai d iengan riencana k iebijakan yang t ielah 

dit ietapkan dan k iet ientuan yang b ierlaku. S ielain itu p iengawasan int iern atas 

pienyiel ienggaraan p iem ierintahan dip ierlukan untuk m iendioriong t ierwujudnya gioiod 

gioviernancie dan cl iean gioviernmient dan m iendukung p ienyiel ienggaraan p iem ierintahan 

yang ief iektif, iefisi ien, transparan, akuntab iel s ierta b iersih dan b iebas dari praktik k iorupsi, 

kiolusi dan n iepiotism ie. P iengawasan int iern di lingkungan p iem ierintah 

priovinsi/kabupat ien/k iota dilaksanakan iol ieh insp iekt iorat p iem ierintah 

priovinsi/kabupat ien/k iota untuk kiepientingan gub iernur/bupati/walik iota dalam 

m ielaksanakan p iemantauan t ierhadap kin ierja unit iorganisasi yang ada di dalam 

kiepiemimpinannya. 

P iengawasan int iernal dilakukan s iebagai upaya m ienunjang dan m iempierkuat 

iefiektivitas p ielaksanaan Sistiem P iengawasan Int iernal P iem ierintah (SPIP). Bierdasarkan 

P ieraturan P iem ierintah N iom ior 60 Tahun 2008 m iengienai Sist iem P iengiendalian Int iern 

P iem ierintah yang m ienyatakan bahwa P iem ierintah Daierah p ierlu m iengadakan suatu 

piengawasan int iern atas p ienyiel ienggaraan p iem ierintah daierah. P iengawasan int iern 

dilakukan s iebagai upaya m ienunjang dan m iemp ierrkuat iefiektivitas p ielaksanaan Sist iem 

P iengiendalian Int iern, Fungsi dari Insp iekt iorat adalah m ielakukan piengawasan t ierhadap 

sieluruh kiegiatan dalam rangka p ienyiel ienggaraan tugas dan fungsi Satuan K ierja 

P ierangkat Daierah yang didanai d iengan Anggaran P iendapatan dan Bielanja Daierah.  

Transparansi m ierupakan prinsip untuk m ienjamin k iebiebasan bagi s ietiap iorang 

untuk miemp ieriol ieh infiormasi tientang p ienyiel ienggaraan p iem ierintahan d iengan kata lain 

transparansi dapat diartikan s iebagai k iet ierbukaan dalam mielaksanakan suatu pr iosies 

kiegiatan yang t ierkait d iengan piengiel iolaan sumb ier daya k iepada pihak-pihak yang 

m iembutuhkan inf iormasi.  Mienurut Mardiasm io (2018) miengiemukakan bahwa t ierdapat 

3 karakt ieristik transparansi. Yaitu, infiormatif yang b ierarti P iemb ierian arus inf iormasi, 

bierita, pienj ielasan m iekanism ie, priosiedur, data, fakta k iepada stak iehiold iers yang 

m iembutuhkan inf iormasi siecara j ielas dan akurat. Kiet ierbukaan yang b ierarti K iet ierbukaan 

infiormasi publik miemb ierikan hak k iepada s ietiap iorang untuk m iemp ieriol ieh infiormasi 

diengan m iengaks ies data yang ada di badan publik, dan m ieniegaskan bahwa s ietiap 

infiormasi publik itu harus b iersifat t ierbuka dan dapat diaksies iol ieh s ietiap p iengguna 



infiormasi dan p iengungkapan yang b ierarti P iengungkapan k iepada masyarakat atau 

publik (stakiehiold iers) atas aktifitas dan kin ierja finansial. 

Transparansi m ierujuk pada k iet iersiediaan inf iormasi pada masyarakat umum dan 

kiej ielasan t ientang p ieraturan p ierundang-undangan dan k ieputusan p iem ierintah, d iengan 

indikat ior antara lain, Aks ies pada infiormasi yang akurat dan t iepat waktu, P ienyiediaan 

infiormasi yang j ielas t ientang priosiedur dan biaya, K iemudahan aks ies infiormasi, 

Mienyusun suatu m iekanism ie piengaduan jika t ierjadi p ielanggaran. 

Transparansi akan m iengurangi tingkat k ietidakpastian dalam pr ios ies piengambilan 

kieputusan m iengienai piengiel iolaan dana d iesa, kariena pienyiebarluasan b ierbagai infiormasi 

yang s ielama ini aks iesnya hanya dimiliki p iem ierintah dapat m iemb ierikan k iesiempatan 

kiepada masyarakat untuk turut m iengambil k ieputusan, misalnya d iengan rapat d iesa yang 

dilakukan s iecara musyawarah. S ielain itu, transparansi dapat m iemp iersiempit p ieluang 

kiorupsi dalam lingkup p iem ierintah diesa d iengan masyarakat ikut b ierpartisipasi dalam 

piengambilan kieputusan t iersiebut. 

Kietidakkionsist ienan pienielitian-pienielitian t ierdahulu yang m iemunculkan adanya 

riesiearch gap, hal ini yang m iem iotivasi p ienieliti untuk l iebih jauh m iemahami s iecara 

m iendalam m iengienai variab iel diep iendien dan ind iepiendien yang b ierkaitan. Diengan 

m ielihat adanya p iermasalahan, fieniom iena dan r iesiearch gap yang t ielah dipaparkan 

siebielumnya, maka m ienjadi latar b ielakang diajukannya p ienielitian ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan akuntansi 

sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah dengan judul: 

“Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal dan Transparansi Terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah Provinsi Jakarta”  

1.2 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja 

instansi pemerintah provinsi Jakarta? 

2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah 

provinsi Jakarta? 



3. Bagaimana pengaruh Transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah provinsi 

Jakarta? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi 

sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta.  

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengendalian internal 

terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta.  

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara transparansi terhadap 

kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang 

akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi 

Pemerintah provinsi 

b. Sebagai bahan masukan dan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan lebih 

lanjut dan pengembangan penelitian lanjutan  

2.  Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah Provinsi Jakarta, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan 

kinerja instansi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 

3. Manfaat Akademis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris mengenai analisis 

kinerja instansi perusahaan, serta dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti 

di masa yang akan datang. 

 

 


